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Abstract

Economic globalization and market liberalization not only open up space for business growth, but
also give birth to new forms of crime in the economic sector. In international practice, the recognition
of corporations as subjects of criminal law has been going on for a long time: in the United States.
Indonesia began to recognize corporations as perpetrators of criminal acts since the Emergency Law
of 1951 and especially Law No. 7 Drt 1955 concerning Economic Crimes. However, in law
enforcement practices, especially in the old Criminal Code (KUHP) regime, perpetrators of criminal
acts still focus on individuals. This often causes problems in the preparation of indictments when
criminal acts involve corporations. The research method used in this study is normative. The research
findings show that the most fundamental change in the legal policy of corporate crime in Indonesia is
the transition from the old Criminal Code (KUHP), which did not recognize corporations as legal
subjects, to the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which explicitly establishes corporations as
perpetrators of criminal acts. Thus, the New Criminal Code can be seen not merely as a replacement
for the Old Criminal Code, but as an important milestone in the renewal of the national criminal law
system that is progressive, adaptive, fair, and relevant to current and future global challenges. The
success of this transformation depends heavily on careful implementation, the preparation of
comprehensive implementing regulations, and ongoing supervision.
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I. PENDAHULUAN

Melalui pemberitaan media massa dapat diketahui bahwa kejahatan korporasi merupakan
kejahatan yang serius, baik dilihat dari segi kriminologi maupun viktimologi. Kejahatan korporasi
tidak hanya menimbulkan kerugian dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk lain. Kasus
Minamata, merupakan contoh kasus yang tidak perlu terulang, dimanapun, termasuk di Indonesia
(Priyatno, 2004). Dengan demikian maka akhirnya corporation itu berasal hasil dari pekerjaan
membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan
manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Arif, 1994).

Pengaturan tindak pidana korporasi dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru
memberikan kepastian hukum dibandingkan rezim sebelumnya (Sjawie, 2015). Dalam praktik
persidangan, pernah ada dakwaan yang dinilai kabur atau tidak cermat oleh hakim karena
mencampurkan penyertaan antara orang dan korporasi. Sementara dalam rezim KUHP lama, konsep
penyertaan hanya berlaku untuk orang. KUHP baru tidak hanya mengatur korporasi yang secara
langsung melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban juga dapat dikenakan pada korporasi yang
tidak melakukan langkah pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana, mengetahui adanya tindak
pidana namun membiarkannya, atau membiarkan kerugian akibat tindak pidana semakin besar. Selain
itu, fokus pertanggungjawaban tidak lagi hanya pada direksi atau komisaris, tetapi juga
pada beneficial owner atau pemilik manfaat yang sebenarnya etentuan dalam KUHP baru yang
memuat pedoman pemidanaan terhadap korporasi. Dalam ketentuan tersebut, hakim wajib
mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum menjatuhkan pidana, antara lain tingkat kerugian atau
dampak yang ditimbulkan; keterlibatan pengurus, pemberi perintah, atau pemilik manfaat; frekuensi
tindak pidana; bentuk kesalahan; rekam jejak korporasi; nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat;
pengaruh pemidanaan terhadap korporasi; serta kerja sama korporasi dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana konsep R-KUHP saat ini dirasa masih
memiliki  kekurangan, dikarenakan menggunakan doktrin identifikasi sebagai  dasar
pertanggungjawaban pidana. Kritik terhadap doktrin tersebut adalah doktrin tersebut dianggap sebagai
legal barrier to potential corporate criminal liability. Batasan tersebut dikarenakan doktrin
identifikasi mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang
tinggi dalam suatu korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya
hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh
agen-agennya atau pelaku lapangan seperti yang terjadi pada tindak pidana pembalakan liar. Jika
dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang
Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih
luas dikarenakan menggunakan doktrin pelaku fungsional (Rodliyah et al., 2020). Karenanya,
penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi harus
dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya Namun,
implementasi KUHP baru menghadapi berbagai tantangan. Kapasitas aparat penegak hukum, tingkat
kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum, serta harmonisasi dengan peraturan
perundang-undangan sektoral menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas reformasi. Sebagai
contoh, kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk menyesuaikan prosedur penyelidikan dan penuntutan
dengan norma baru, sementara pengadilan harus mampu menafsirkan pasal-pasal KUHP baru secara
konsisten dan adil. Lembaga pemasyarakatan juga menghadapi tantangan dalam menerapkan
hukuman yang bersifat rehabilitatif, yang menuntut program pembinaan dan reintegrasi yang lebih
humanis (Raharjo, 2013).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif karena
penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP lama
dan KUHP baru serta relevansi perubahan tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku,
seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia (Sulistyawati, 2023).
Pendekatan ini menuntut studi mendalam terhadap materi hukum, termasuk pasal-pasal yang diubah,
dihapus, atau ditambahkan dalam KUHP baru. Analisis yuridis normatif juga menekankan interpretasi
terhadap maksud legislator, konteks historis, dan prinsip-prinsip hukum pidana modern, seperti
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hukum progresif dan restorative justice. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan dasar
hukum reformasi pidana dan bagaimana norma baru mempengaruhi praktik penegakan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana itu berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban
pidana, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.
Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir
dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan
sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat
yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.Pertanggung
jawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana
secara subyektif kepada sesecorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena
perbuatannya itu (Yunara, 2005).

Dalam rancangan KUHP juga dimungkinkan “dalam hal tertentu seseorang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam
suatu undang-undang.” Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa
kesalahan”. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari
yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas
sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam
batasbatas perintahnya.

Mardjono Reksodiputro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum
pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku
tindak pidana (dader). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan
pertanggungjawaban pidana dari korporasi ini. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah
harus adanya kesalahan (schuld) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari
suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang
melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.
Perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh suatu korporasi. Ini sekarang telah dimungkinkan.
Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawabannya? Dapatkah dibayangkan pada
korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan (dolus) ataupun kelalaian (culpa)? Dalam
keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (verwijtbaarheid;
blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psikologi pelaku. Bagaimana
hanya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi? Sedangkan mengenai
perumusan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam KUHP, Muladi mengatakan bahwa
“Pemidanaan korporasi dilakukan atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini strict
(absolute) liability yang meninggalkan asas mens rea merupakan refleksi cenderung untuk menjaga
keseimbangan sosial dan kepentingan sosial” (Huda, 2021). Hasil penelitian menunjukan bahwa
perubahan paling fundamental dalam politik hukum tindak pidana korporasi di Indonesia adalah
transisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang tidak mengakui korporasi
sebagai subjek hukum, menjadi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menetapkan korporasi
secara tegas sebagai pelaku tindak pidana.

B. Reformasi Hukum Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi

Perubahan norma hukum dari KUHP lama ke KUHP baru di Indonesia merupakan refleksi dari
kebutuhan sistem hukum pidana yang lebih adaptif, progresif, dan responsive terhadap dinamika
sosial, politik, dan nilai-nilai hak asasi manusia. KUHP lama, yang sebagian besar diadopsi dari
sistem hukum kolonial Belanda, telah lama menjadi kerangka hukum pidana Indonesia. Namun,
sepanjang perkembangannya, banyak kritikus menilai bahwa KUHP lama memiliki sejumlah
kelemahan substansial dan normatif. Norma-norma dalam KUHP lama cenderung kaku, formalistik,
dan kadang-kadang diskriminatif, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum yang
berkeadilan (Bramantyo, 2024).

Pengaturan pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam
RKUHP tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan ini terdapat
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dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum). Dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tersebut
secara berturut-turut dirumuskan bahwa (Muladi & Sulistyani, 2015): Korporasi merupakan subjek
tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan
fungsional dalam struktur organisasi korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup
usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama (Rini, 2023);

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya;

2. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan
untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya,
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi
yang bersangkutan;

3. Pertangungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai
kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;

4. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum

lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap

suatu korporasi;
. Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim;

6. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk
dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut
berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi (Prasetyo, 2023).

Dari Pasal 47-53 RKUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan subjek
tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Alasan
pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas
nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan
dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (Arifin, 2023). Perubahan ke KUHP baru
menandai transformasi paradigma dari sistem hukum pidana yang berorientasi pada hukuman menjadi
sistem yang lebih humanis dan berfokus pada keadilan substantif. KUHP baru menekankan bahwa
pidana harus proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahan, dan memperhitungkan kondisi sosial-
ekonomi serta psikologis pelaku. Dalam konteks ini, KUHP baru mengadopsi prinsip restorative
justice yang memungkinkan penyelesaian tindak pidana tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga
melalui mekanisme pemulihan, mediasi, dan rehabilitasi (Braithwaite, 2002).

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia terus berkembang dengan penekanan pada
penyesuaian regulasi sesuai dengan standar internasional (Nainggolan & Adhari, 2023). Selain itu,
rancangan KUHP yang baru juga mempertimbangkan pengenalan sanksi yang lebih tepat guna.
Sanksi ini tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki elemen restoratif dan preventif.
Misalnya, sanksi finansial yang signifikan bagi korporasi yang melanggar hukum diharapkan dapat
berfungsi sebagai deterrent (pencegah) bagi perusahaan lain. Selain itu, mekanisme penyelesaian
alternatif seperti Deferred Prosecution Agreements (DPA) yang telah berhasil diterapkan di negara
lain juga mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi ini. DPA memungkinkan korporasi
untuk mengakui kesalahan, membayar denda, dan melakukan perbaikan internal tanpa melalui proses
pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan sekaligus
mendorong perbaikan yang nyata dalam tata kelola perusahaan (Yuliana, 2023).

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan signifikan,
namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat penerapannya secara efektif.
Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi dalam penerapan regulasi dan kurangnya koordinasi
antar lembaga penegak hukum. Ketidakjelasan dalam definisi dan cakupan pertanggungjawaban
pidana korporasi juga menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Hal ini menyebabkan
penanganan kasus pidana korporasi menjadi kurang efektif dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat
kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya. Penegak hukum
perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus
pidana korporasi yang kompleks. Selain itu, harmonisasi regulasi yang mengatur pertanggungjawaban
pidana korporasi juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penegakan

9,
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hukum. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman yang jelas mengenai kriteria dan
prosedur penuntutan korporasi, serta memastikan bahwa semua undang-undang sektoral memiliki
standar yang konsisten mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (Mubarok, 2024).

Korporasi, sebagaimana dijelaskan oleh Warih Anjari (2016) dalah entitas yang memiliki hak
dan kewajiban yang terpisah dari para anggotanya. Kasus di PT PNM Cabang Palu menunjukkan
bagaimana kekuasaan yang terpusat pada struktur internal korporasi bisa disalahgunakan. Dalam
laporan investigasi yang dikutip dari dokumen jurnal hukum, ditemukan bahwa oknum pegawai
dalam struktur manajerial diduga memanipulasi data pembukuan, menyalahgunakan fasilitas
pembiayaan kepada debitur fiktif, dan tidak melaksanakan prosedur pembinaan kepada mitra binaan
secara sah. Hal ini menjadi bentuk deviasi dari prinsip kehati-hatian dan integritas yang seharusnya
dijunjung tinggi oleh entitas perbankan dan pembiayaan Negara (Bawole, 2014).

Berdasarkan prinsip pidana korporasi yang berlaku di Indonesia, korporasi dapat dijatuhi sanksi
pidana jika terbukti bahwa tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang bekerja atas nama
dan untuk kepentingan korporasi tersebut. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan
oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya". Hal ini diperkuat oleh Puteri, yang menegaskan bahwa reorientasi
hukum pidana Indonesia harus menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang
bertanggung jawab, serta mengakomodasi mekanisme yang memadai dalam RUU KUHP (Puteri et
al., 2020).

Sehubungan dengan itu, aspek pembuktian dalam perkara kejahatan korporasi juga menjadi
problem utama. Seperti yang dijelaskan oleh Kartika pemidanaan terhadap korporasi menghadapi
hambatan struktural dalam hal atribusi kesalahan (mens rea), karena pelaku utama kerap kali
"bersembunyi"” di balik struktur organisasi yang kompleks. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam
menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara langsung. Dalam kasus PNM Cabang
Palu, misalnya, ada indikasi bahwa sistem kontrol internal yang longgar memungkinkan terjadinya
pembiayaan fiktif dan penyalahgunaan dana bergulir, yang pada akhirnya tidak dapat ditelusuri secara
personal kepada satu atau dua oknum saja.

Oleh karena itu, pendekatan identifikasi doktrin dan vicarious liability menjadi relevan untuk
diadopsi. Dalam pendekatan identifikasi, kesalahan individu yang memiliki kedudukan representatif
di dalam korporasi diatribusikan sebagai kesalahan korporasi. Sedangkan dalam vicarious liability,
korporasi bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya selama
tindakan tersebut berada dalam lingkup kerja dan memberikan keuntungan bagi korporasi.

Dalam konteks regulasi nasional, memang masih terdapat kekosongan normatif yang signifikan
dalam pengaturan pidana korporasi dalam KUHP. Seperti dijelaskan oleh Puteri, KUHP belum
mengatur secara eksplisit korporasi sebagai subjek pidana, sehingga implementasi sanksi terhadap
kejahatan korporasi cenderung bergantung pada undang-undang sektoral. Hal ini menyebabkan
inkonsistensi dalam penerapan hukum serta memperlemah efek jera yang seharusnya menjadi tujuan
pemidanaan (Tarigan et al., 2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformulasi hukum pidana nasional yang mampu
memberikan pedoman umum dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur
bentuk-bentuk sanksi pidana yang tepat. Salah satu reformasi normatif yang disarankan oleh para ahli
adalah memasukkan ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Rancangan
KUHP, termasuk pengaturan eksplisit tentang sistem pembuktian, sanksi alternatif, serta mekanisme
perlindungan bagi pelapor atau whistleblower. Perbedaan hukum korporasi dalam KUHP lama
dengan KUHP baru terletak pada perubahan aspek hukum pidana yang berkaitan dengan perseroan
salah satunya mengenai pertanggungjawaban pidana badan usaha, dimana salah satu perbedaan utama
antara KUHP lama dan KUHP baru adalah pendekatan korporasi terhadap pertanggungjawaban
pidana. KUHP yang baru dapat memperluas atau mengklarifikasi pertanggungjawaban pidana
korporasi dan memberikan aturan yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana.
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IV. KESIMPULAN

Kejahatan korporasi atau delik korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat
dikenakan sanksi, baik secara pidana, perdata, maupun administrasi, yang berupa tindakan
penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of power). Dengan
diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada
korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Indonesia telah mengalami
transformasi yang sangat signifikan dalam system peradilan pidananya, terutama dengan
diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tanggal 1 Januari
2023. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui isi dan ketentuan yang terdapat dalam
KUHP lama, tetapi juga untuk memperkuat dan mampu memberikan efektifitas system peradilan
pidana di Indonesia, sehingga lebih mampu memberikan keadilan bagi seluruh warga negara.
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